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ABSTRAK -

CATATAN o

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat
(6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun
2014; UU No. 62 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No.
201 Tahun 2024; Permendagri 20 Tahun 2018; Permen Desa,
Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan Trnasmigrasi No. 18 Tahun
2019; Permen Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan
Trnasmigrasi No. 21 Tahun 2020; Permen Desa, Pembangunan
Daerah, Tertinggal, dan Trnasmigrasi No. 7 Tahun 2023; Permen
Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan Trnasmigrasi No. 2
Tahun 2024; Permenkeu No. 145 Tahun 2023; Permenkeu No. 108
Tahun 2024; Permenkeu No. 108 Tahun 2024; Perda Lamongan No. 3
Tahun 2015; Perda Lamongan No. 4 Tahun 2023; Perda Lamongan
No. 6 Tahun 2024; Perbup Lamongan No. 34 Tahun 2015; Perbup
Lamongan No. 65 Tahun 2018; Perbup Lamongan No. 21 Tahun
2020; Perbup Lamongan No. 57 Tahun 2022; Perbup Lamongan
No. 38 Tahun 2024;

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati
tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025.
Peraturan Bupati ini mengatur Peraturan Bupati ini dimaksudkan
sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Ruang lingkup pengaturan dalam
Peraturan Bupati ini meliputi kebijakan penggunaan Dana Desa,
prioritas penggunaan Dana Desa, mekanisme penyaluran,
pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini diharapkan pelaksanaan
Dana Desa Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat
sasaran, serta mendukung percepatan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
2 Januari 2025.



